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Abstract  

The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and 

legal obedience of its citizens. The higher the legal awareness and legal 

obedience of a country's population, the more orderly the life of society and 

the state will be. The factor of legal awareness and legal obedience plays an 

important role in the development of law, meaning that the weaker the level 

of legal awareness of society, the weaker the legal strictness, conversely the 

stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. 

Indonesia as a country of law. This statement indicates that all actions must 

be based on the legal principles of the rule of law as stated in Article 1 

paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, in Indonesia there are still 

many cases of legal violations committed by state officials such as the Ferdi 

Sambo case, as well as the case of the mutilation of a wife by her husband 

TBD in Ciamis, etc. Therefore, it is necessary for the author to conduct 

further research using empirical legal research methods using a juridical and 

sociological approach to measure the impact and effectiveness of Legal 

Awareness Legal Obedience of Society and Government as a Factor in 

Upholding the Rule of Law in Indonesia. Legal awareness from the 

community and government requires several efforts hard work and strategy 

in enforcing the law in Indonesia and cannot be separated from the ability 

and strong will of various elements both from the community and the 

government because it is the key to upholding the law in Indonesia so that 

it will lead to order and progress. 

 

Keywords: legal awareness, legal obedience, Community, Government. 

 

PENDAHULUAN 

Diberbagai media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan akhir akhir ini 

semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran 

hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, 

bentrokan, bahkan tindakan yang mengarahpada pelanggaran terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Pelakuknya sangat beragam, tidak hanya terjadi 

dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai 

instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga 

peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai 
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praktik peradilan yang tidak memuaskan. mafia peradilan, suap menyuap pada setiap 

langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara 

pemeriksaan dengan benar, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara 

seperti kasus Ferdi Sambo, serta kasus mutilasi istri oleh suaminya TBD di Ciamis dan 

lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari. 

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 

1945. Hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian 

hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peratuaran 

yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu 

menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus 

diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. 

Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingankepentingan 

politik pemegang kekuasaan dominan.(Mahfud, MD, 1998: 1) Ternyata hukum tidak 

steril dari  subsistem kemasyakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas 

pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga memasuki wilayah politik hukum. 

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana 

memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan 

memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik.(Zulkarnain, 2017: 

2). Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu 

mengandung persoalan seperti:   

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan 

dengan kesadaran hukum para pejabat hukum. 

2. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwaperistiwa tertentu 

belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang 

menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum. 

3. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

tertulis.(Atang Hermawan, 2014: 4) 

Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan 

supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya 

terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan 

kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara 

hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, 

lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan 

rasa aman. 

 

METODE PENELITIAN 

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan 

yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta 

menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber 

bahan hukum primer yaitu: UUD NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dll. 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

Kajian tentang Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 

1. pengertian tentang kesadaran hukum 
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Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang 

akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.(Suharso, Retnonigsih 

Anna, 2005: 443) Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang 

diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan 

tidak harus dilakukan."Sadar" diartikan sebagaimeniaditahu.Dalam pengertian luas, 

kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi iuga 

lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan 

oleh hukum. Dengan katalatn, dalam arti yang lebih luas ini apa yang disebut kesadaran 

itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif saja akanteapi iuga dimensi afektif (Puji 

wulandari, 2009: 4) Paul Scholten menyebutkan bahwa “kesadaran hukum metupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalamdiri manusia tentang hukum yang ada pada 

diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, 

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu 

penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang 

bersangkutan.(Saifullah, 2006: 105). 

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” 

tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang 

hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana 

orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali 

Achmad, 2009: 510) Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam 

tindakan dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. 

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan 

bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” (Ali Achmad, 2009: 511) 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki 

kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam institusi dan 

pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing 

masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan 

memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya 

demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran 

hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah 

yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ 

aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban 

hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada 

umumnya melekat  pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) 

Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan kebutuhan dalam 

masyarakat,3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma norma.Beberapa 

faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. 

Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3.Tidak efisiennya 

cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.(Rahardjo Satjipto, 

1991:112) 

Sesungguhnya masih banyak faktor-faktor yang memengaruhi bahkan menyebabkan 

masyarakat kurang sadar atau kurang taat hukum mungkin juga taat atau sadar akan 

hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi 

kesadaran hukum, yaitu: 1. faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan 

dibatasi pada undang-undang saja; 2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 
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membentuk maupun menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum; 4. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; dan 5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup(Soerjono Soekanto, 

2012: 8) 

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu 

tahapan berikutnya, yaitu : 1. Pengetahuan hukum, 2.  Pemahaman hukum, 3. Sikap 

hukum. 4. Pola prilaku hukum (soerjono soekanto, 1982: 140) 

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang 

terendah sampai dengan yang tertinggi.  

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian 

tentang kesadaran hukum adalah: 1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat 

berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi; 2. Studi tentang kesadaran 

hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau 

motivasi untuk tindakan; 3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak 

sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, 

tetapi juga apa mereka lakukan.(Ali Achmad, 2009: 342). Berangkat dari uraian diatas 

maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi 

masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat. 

 

2). Pengertian tentang ketaatan hukum 

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang 

baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. 

Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran 

dan ketaatan hukum. 

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan 

hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan 

hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, 

yaitu: 1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, 

berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. Legal 

consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau 

melanggar hukum(Ali Achmad, 2009: 3510). 

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan 

L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal 

Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang 

(legisprudence):  

1.  Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 

hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena 

membutuhkan pengawasan yang terusmenerus.  

2.  Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 

hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 

1. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila 

intristik yang dianutnya.( Achmad Ali, 2009: 352) 
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Jadi menurut hemat penulis, Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang 

dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan 

dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan 

sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang 

nyata untuk memenuhi kehendak namun hukum itu sendiri, namun Kesadaran hukum 

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku 

oportunis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini 

kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh 

terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan 

orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan 

menajdi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat 

dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Bagaimana kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat serta pejabat 

pemerintah saat ini 

Hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesi sangat rendah. Ini bisa dilihat 

dari penegakan hukum, kesadaran hukum  dan budaya hukum. "Kesadaran akan 

kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap 

ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang 

saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat," 

ungkap Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. saat 

menjadi Keynote Speech pada Seminar Internasional bertajuk "Peran Teologi dan Budaya 

dalam Meningkatkan Kesadara Hukum Masyarakat” yang diselenggarakan Himpunan 

Mahasiswa Hukum Pidana Islam (HPI) di Aula Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) lantai 

IV, Selasa (11/06).  

"Berkaitan dengan penegak hukum hukum di Indonesia, saya risaukan dengan adanya 

praduga salah. Orang yang memiliki kecenderungan salah sekarang ditahan terlebih 

sebelum ia terbukti salah atau tidaknya. Tidak bisa seperti itu,"tegas Rektor. Ia 

menyatakan bahwa penegak hukum hari ini hanya dibekali dengan kekuasaan belaka 

tetapi tidak dibeli ilmu sehingga mereka kurang memiliki sifat manusiawi. 

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilia-

nilia, pendangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya 

hukum."Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi 

atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya 

sangat rendah," tegasnya.  

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah 

Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga 

yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, 

masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap 

mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu 

sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah 

ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana 

malah melanggar hukum. 

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, 

"khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat startegis bagi proses 
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peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh 

Rasulullah mellaui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat 

Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani," jelasnya. Untuk itu, budaya hukum menjadi 

unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum 

yang satu dengan yang lain. "Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem 

hukum," sambungnya. Pentingnya kesadaran dan budaya hukum itu harus menjadi; 

Pertama, Struktur Hukum. Kedua, Subtansi Hukum. Ketiga, Kultur Hukum. 

www.uinsgd.ac.id. 

Banyak di antara kita berpendapat bahwa hukum di negara kita lemah dengan 

berbagai alasan seperti aparat penegak hukum yang korup, anggota dewan atau elit politik 

yang tidak bisa disentuh, orang tajir termasuk artis ibu kota yang selalu bisa mencari jalan 

tikus supaya terbebas dari jeratan hukum. (Usman, 2015: 1). Kondisi kesadaran hukum 

masyarakat  dan pejabat pemerintah dapat ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi 

pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. 

1. Segi bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran hukum seperti tindakan kriminalitas  

dinegara ini sudah menjadi pemandangan yang rutin dilihat disemua sudut negara 

ini, seperti KKN, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme dll, ini 

membuktikan bahwa tingkat kesadaraan hukum masih rendah. 

2. Segi pelaksanaan hukum dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap 

pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Dapat dilihat dari banyaknya kasus 

yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang 

terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi oleh aparat penegak hukum 

3.  Segi  jurnalistik,Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan hukum 

hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses 

melalui internet sehingga sangat membantu dalam memberikan informasi secara 

cepat , akurat, dan menarik. 

4. Segi hukum, kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak 

mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan masyarakat juga. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran 

hukum, sedangkan makin tinggi  kesadaran hukum seseorang makin tinggi 

ketaatan hukumnya. (Usman, 2015:5). 

Menurut Soerjono Soekanto, menurunya kesadaran hukum masyarakat disebabkan 

karena para pejabat kurang menyadari akan ke wajibannya untuk memelihara hukum dan 

kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi pembangunan.( Titik Triwulan Tutik, 

2006; 119) Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hukum adalah: 

1. Adanya ketidak pastian hukum; 

2. Peraturan-peraturan bersifat statis; dan 

3. Mempertahankan peraturan yang berlaku.( Satjipto Rahardjo, 1991:112) 

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan 

dan ketaatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational namun 

mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang 

dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk prilaku opportunis yang 

dapat diibaratkan mereka yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu 

merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat 

http://www.uinsgd.ac.id/
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tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang 

sedang menyala begitu pula para koruptor yang rata rata di alami pejabat Negara, mereka 

itu bukan orang yang buta hukum, tapi mereka itu tau hukum karna rata rata pejabat 

Negara lulusan sekolah tinggi dan bahkan alumni pesantren. Mereka sebenarnya sadar 

tentang perlunya peraturan berlalu-lintas di jalan raya dan mencuri, merugikan orang lain 

itu dilarang oleh agama dan konstitusi Negara lebih dari itu mereka juga sadar, tapi 

masalahnya mereka tidak taat terhadap peraturan itu sendiri.  

Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum harus senantiasa berupaya 

untuk ikut berpartisipasi menegakan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam 

keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan 

hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran. Hal ini 

dikarenakan masyarakat dalam system penegakan hukum di Indonesia merupakan sosial 

control sehingga dalam proses penegakan hukum bukan hanya tugas dari aparat penegak 

hukum saja, tetapi tugas masyarakat juga dalam menanggulangi segala bentuk upaya yang 

merugikan masyarakat. Akan tetapi harus diakui bahwa masyarakat Indonesia masih 

memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Masyarakat 

Indonesia beranggapan bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, pejabat, 

pemerintah, kaidah, atau patokan untuk berperilaku secara pantas sehingga baik buruknya 

penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. ( Soerjono 

Soekanto,2012: 46) 

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang 

taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. 

Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat 

patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program 

Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat 

dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri(Zulkarnain, 

2017: 11). 

 

Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum dan Ketaatan hukum 

masyarakat serta pejabat pemerintah 

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap 

hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku.  Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat 

terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang 

demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat. 

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada 

tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. 

a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam 

melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan 

terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin 

kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran 

hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. 

b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat 

ancaman hukum terhadap pelanggaranpelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat 
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dicegah pelanggaranpelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau 

kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. 

c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya 

dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup 

suatu system tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-

nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti 

menanamkan nilai nilai kebudayaan. (Zulkarnain, 2017: 12). 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pemerintah pada dasarnya bisa 

juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan 

pendidikan (education). Berikut penjelasannya: 

1. Tindakan (action)  

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan 

drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan 

pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang.  

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. 

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadin kewajiban kolektif 

semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa sangat diproriataskan 

dan  ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja yang benar benar menjadi tugas 

pokoknya antara lain: 

1). Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan, untuk itu seperti polisi, 

hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the thtee 

musketeers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegak hukuman hukum 

dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi betmuara pada terciptanya hukum yang adil, 

tertib, dan bermamfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana 

penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil 

sedangkan jaksa adalah institusi penuntut Negara bagi para pelanggar hukum yang 

diajukan polisi. 

2). Pengacara yang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik 

yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga 

lembaga bantuan hukum, yang menjadi panutan masyarakat yang awam hukum, agar 

dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki 

kehormatan,hak dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu kepada kebenaran 

dan keadilan yang dilandasi penghotmatan manusia atas manusia 

3). Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai 

pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para 

penyelenggarayang memiliki kekuasaan politik (legislative) 

4). Masyrakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi 

masyarakat pencari keadilan  

Para aparat penegakkan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum sangat 

diperlukan sekali karena penegak hukum merupakan panutan atau contoh bagi 

masyarakat. Apabila aparatpenegakhukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada 

masyarakat,maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat 

penegak hukum. Menurunnya kesadaran hukum pada masyatakat sekarang ini di 

sebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak mempunyai kesadaran 

hukum. 
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Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah 

setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam kondisi yang 

dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang memutus dengan 

adil,dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan professional dalam 

mengemban tugasnya,tetapi sejak dimulainya awal penyelidikan oleh aparat penyidik 

hususnya kepolisian) pelu terjaga kondisi agar aparat penyidik tersebut dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna 

Penegakkan hukum menurut teori Lawrence Meir Friedmen, setidaknya ada tiga 

komponen yang menyentuh,yaitu : 

1). Struktur hukum, merupakan pranata hukum yang menopang system hukum itu 

sendiri. Terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum dan proses aparat 

penegak hukum; 

2). Subtansi hukum, merupakan isi dari hukum itu sendiri yang artinya isi hukum 

tersebut merupakan sesuatu yang bertujuan menciptakan keadilan dan diterapkan oleh 

masyarakat.Termasukjuga produk hukum yang dihasiikan oleh orang yang beradadi 

sistem hukum tersebut, Seperti keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang 

mereka susun. 

3). Budaya hukum, terkait dengan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum 

dalam menjelaskan kewajibannya.Tentunya berkaitan dengan kesadaran hukum 

masyarakat dalam mentaatinya.  

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi 

masyarakat.Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian atau 

menjalankan petanan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, rrraliugolongan 

Panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga 

menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran masyarakat luas. Golongan panutan juga 

harus dapat memilih waktu dan lingkungannya yang tepat didalam memperkenalkan 

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang 

baru. (Soetjono Soekanto,1983; 35) 

 

2. Pendidikan (education)  

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu 

diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya 

tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban 

seorang warga negara.Pendidikan tetang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara 

formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.. 

Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita dan yang 

paling terpenting adalah uswah, tauladan yang baik dari para wakil wakil rakyat dan 

pemimpinnya. 

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan 

nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah 

mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha 

pembinaan yang  efektif dan efesien ialah dengan pendidikan. 

Menurut Soerjono Soekamto, (Soetjono Soekanto,1983; 35) halangan-halangan yang 

mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya darigolongan panutan atau 
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penegakhukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.Halangan-

halangan tersebut adalah: 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan 

siapa dia berinteraksi 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 

3. kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan sehingga sulit sekali 

untuk membuat suatu proyeksi 

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan material 

5. Kurang daya invatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme  

Halangan halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan 

membiasakan diri untuk mempunyaisikap-sikap,sebagaiberikut: 

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan penemuan 

baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan-prasangka terhadap hal-hal yang 

baru atau yang berasal dari luar,sebelum coba  memanfaatkannya 

2. Senantiasa siap menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan 

kekurangan  yang ada pada saat itu 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan dilakukan suatu kesadaran 

bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengandirinya 

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya 

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 

urutan 

6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya dan percaya bahwa 

potensi-potensi tersebut akan dikembangkan 

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib(yang buruk) 

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia 

9. Menyadari dan menghotmati hak,kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun 

pihak-pihak lain 

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran 

dan perhitungan yang mantap. 

Tujuan akhir suatu aturan atau proses hukum, selain terciptanya suatu ketertiban 

adalah keadilan. oleh kerena itu untuk mendukung kedua tujuan tersebut, yang penting 

adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai 

warga Negara .Dan itu peranan aparat penegak hukum sangat diperlukan sekali  sehingga 

menciptakan kesadaran masyarakat, sehingga Negara ini juga akan menjadi aman,damai 

dan tertib. 

SIMPULAN 

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri 

manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 

hukum yang diharapkan ada, Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang 

fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam 

masyarakat yang bersangkutan 
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Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan pentingnya 

hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 

3.Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku 

empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan 

berikutnya, yaitu : 1. Pengetahuan hukum 2. Pemahaman hukum, 3.  Sikap hukum 

4.  Pola prilaku hukum  

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai 

subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang 

nyata kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena para pejabat kurang menyadari 

akan ke wajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta 

fungsi pembangunan 

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada 

tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. a. Tindakan represif, b. Tindakan preventif, c. 

Tindakan persuasif 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat pemerintah pada dasarnya bisa 

juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan 

pendidikan (education) 

Kesadaran hukum dari masyarakat serta pemerintah diperlukan beberapa upaya kerja 

keras dan stategis dalam meneggakan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga 

kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari 

masyarakat serta pemerintah karna itu merupakan kunci tegaknya hukum di Indonesia 

sehingga akan membawa pada ketertiban dan kemajuan 
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